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BAB IV  

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai kedudukan dan 

kewenangan kejaksaan dalam pengelolaan barang rampasan negara, dapat 

ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut: 

1. Kedudukan Kejaksaan Republik Indonesia dalam sistem peradilan pidana 

memiliki peran yang strategis, tidak hanya sebagai penuntut umum tetapi 

juga sebagai pelaksana putusan pengadilan. Kedudukan tersebut 

ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang 

Kejaksaan Republik Indonesia yang memberikan kewenangan kepada 

kejaksaan untuk melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan 

serta kewenangan lain berdasarkan undang-undang. Dalam kaitannya 

dengan pengelolaan barang rampasan negara, kejaksaan berperan pada 

tahap akhir proses peradilan pidana setelah putusan memperoleh kekuatan 

hukum tetap. Pada tahap ini, kejaksaan bertanggung jawab untuk 

mengeksekusi putusan pengadilan, termasuk dalam pengelolaan barang 

rampasan negara yang sebelumnya merupakan barang bukti dalam perkara 

pidana.  

2. Kewenangan Kejaksaan Republik Indonesia dalam pengelolaan barang 

rampasan negara dilaksanakan berdasarkan berbagai peraturan perundang-

undangan yang mengatur secara teknis maupun substantif. Pengelolaan 

tersebut meliputi beberapa mekanisme, yaitu penjualan langsung, 



59 

 

 

penjualan melalui lelang, penetapan status penggunaan, penghibahan 

kepada instansi pemerintah, serta pemusnahan. Mekanisme tersebut diatur 

antara lain dalam Peraturan Kejaksaan Nomor 10 Tahun 2019 dan 

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 199/PMK.06/2022. Setiap 

mekanisme memiliki prosedur dan persyaratan tertentu, seperti batas nilai 

barang untuk penjualan langsung, kewajiban pelelangan melalui KPKNL 

untuk barang bernilai tinggi, serta ketentuan pemusnahan bagi barang yang 

tidak layak untuk dimanfaatkan. Kewenangan tersebut menunjukkan 

bahwa kejaksaan memiliki peran aktif dalam memastikan barang 

rampasan negara dapat dikelola secara tertib, transparan, dan sesuai 

dengan ketentuan hukum yang berlaku. 

B. Saran 

Berdasarkan kesimpulan tersebut, maka dapat diajukan beberapa saran 

sebagai berikut: 

1. Diperlukan penguatan regulasi yang lebih komprehensif dan terintegrasi 

terkait pengelolaan barang rampasan negara, agar tidak terjadi tumpang 

tindih kewenangan serta untuk memberikan kepastian hukum yang lebih 

jelas dalam pelaksanaannya. Harmonisasi antara peraturan yang mengatur 

kewenangan kejaksaan dan pengelolaan barang milik negara perlu terus 

dilakukan. Di mana Kejaksaan perlu meningkatkan kapasitas 

kelembagaan, khususnya dalam hal sarana dan prasarana penyimpanan 

serta pengelolaan barang rampasan negara. Hal ini bertujuan untuk 
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mencegah kerusakan atau penurunan nilai ekonomis barang sebelum 

dilakukan proses pengelolaan lebih lanjut seperti lelang atau pemanfaatan. 

2. Diperlukan peningkatan koordinasi antara kejaksaan dengan instansi 

terkait, seperti Kementerian Keuangan melalui Kantor Pelayanan 

Kekayaan Negara dan Lelang KPKNL, agar proses pengelolaan barang 

rampasan negara dapat berjalan lebih efektif dan efisien. Koordinasi yang 

baik akan meminimalisir hambatan administratif serta mempercepat 

proses penyelesaian barang rampasan negara yang tidak mengakibatkan 

nilai ekonmis barang rampasan negara menjadi menurun sehingga dapat 

memaksimalkan pendapatan negara. 
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